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BUPATI BINTAN 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

NOMOR   7  TAHUN 2014 

 

TENTANG  

 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BINTAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dimaksud dalam penjelasan Atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada pasal 10 huruf f menjelaskan 

khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatan dapat 

ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya 

meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh 

kembangkan kehidupan beragama; 

  b. bahwa untuk mewujudkan manusia dan masyarakat  yang 

berkualitas, jasmani dan  rohani, sehingga terciptanya 

kehidupan beragama dengan suasana yang   harmonis dan 

saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan 

keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

c. dalam rangka meningkatkan bantuan pembinan 

keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, 

serta memperdayakan dan meningkatkan partisipasi 

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan  Bantuan 

Pembinaan keagamaan dengan memberikan bantuan 

berupa hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a  huruf b dan huruf c, maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Hibah dan Bantuan 

Sosial Dalam Bantuan Pembinan Keagamaan. 

 

Mengingat..... 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonomi  Kabupaten dalam lingkup 

Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 

2. Undang-undang Nomor 39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia ( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4251); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430 ); 

 

 

8. Peraturan ..... 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4027); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang  

Pembinan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4090 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang 

Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4605) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang  

Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5165) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ; 

 

 

16. Peraturan..... 
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16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah ; 

17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan 

Pendirian Rumah Ibadat; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terahir kalinya dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman dan 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

APBD 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran Dan 

Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama 

Islam ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 

Nomor 6 ). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BINTAN 

Dan 

BUPATI  BINTAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

 
 

Menetapkan..... 
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Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  

DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN.  

 

BAB I  
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintaha Daerah 

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku 

pengguna anggaran/barang. 

5. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan 

menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya. 

6. Pembinaan Keagamaan adalah usaha yang diarahkan bagi 

terbentuknya kebulatan gerak gerik yang dinamis sesuai dengan 

nilai – nilai ajaran agama. 

7. Bantuan Dalam Bantuan Pembinan keagamaan adalah 

pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah 

daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk  Dalam 

Bantuan Pembinan keagamaan. 

8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang 

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus 

dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

9. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah 

lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta 

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

 

satu..... 

 


